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Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut akan diatur selekas-Iekasnya 

Undang-Undang" 1 

Deklarasi Djuanda ini menjadi landasan politis dan hukum bagi 1' _ 

Indonesia dalam memperjuangkan teritorialnya di dunia Internasional 

samping itu, menurut konsepsi Hukum Internasional, wilayah Indonesia] 

kemerdekaan tahun 1945, meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, 

prinsip 'uti possidetis juris'(dalam bahasa Latin: "sebagai milik Anda" (as 

possess), terminologi ini secara historis berasal dari hukum Romawi yang b 

wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik asal pada akhir konflik an 

nega:ra baru dengan penguasa sebelumnya yang disajikan dalam seb 

perjanjian2• 

Secara makro, konsep ini tidak banyak menimbulkan masalah, akan tetapi 

diimplementasikan dalam konteks mikronya, seperti penentuan titik patok p 

maka cukup banyak permasalahan yang dtimbulkan, karena harus melibatkan 

tetangga yang berbatasan langsung dengan Negara Indonesia, seperti Malaysia. 

pulau Kalimantan, NTT dengan Timor Leste dan Irian J aya dengan Papua 
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--'--:g menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

-ngelola kawasan perbatasan. Di dalam Undang Undang Nomor 43 Tahuin 2008 Pasal 

.iitegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang mengatur 

:-.gelolaan dan pemanfaatan wilayah Negara dan kawasan perbatasan, tetapi dalam 
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ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelengg 

Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Melalui Undang Un 

ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif deimulai dari pemetaan ur - 

pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi sel: 

luasnya, melalui pemetaan ini akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pem 

non kementerian yang urusannya diserahkan kepada pemerintah daerah, sinergi ini j 

tercipta di daerah, sehingga sudah tepatlah BNPP melakukan tugasnya 

pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sekaligus menyele 

permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan khususnya yang menyangkut w 

kedaultan Negara Indonesia, pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan. 

adalah lemabaga structural yang bersifat permanen dan memliki tanggung jawab 

untuk mengelola perbatasan negara. Ada pun tugas BNPP yaitu: (
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.iipergunakan untuk memperjelas pemetaan urusan yang menjadi kewenangan pusat, 

?rovinsi dan kabupaten/kota; dan untuk mencegah terjadinya multi interpretasi, rnaka 

-etiap urusan yang diserahkan ke daerah disertai dengan aturan yang jelas untuk 

?€laksanaannya. Provinsi Kalimantan Barat telah mernpersiapkan aturan tersebut dengan 

?
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